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JAKARTA — Mahkamah
Konstitusi {MK) dalam putus-
annya menolak permohonan uji
materi Pasal 1, 2, dan 3 UU 1/-
PNPS/1965 tentang Pencegah-
an Penyalahgunaan dan atau
Penodaan Agama yvang diajukan
sejumlah penganut Ahmadiyah.
"Mengadili, menolak permoho-
nan para pemohon untuk selu-
ruhnya,” kata ketua majelis ha-

kim Konstitusi Anwar Usman -

membacakan amar putusan di
gedung MK Jakarta, Senin
(23/7).

Para pemohon meminta
agar larangan dan ancaman
sanksi administrasi atau sanksi
pidana bagi orang yang mela-
kukan penafsiran atau kegiatan
yang menyimpang dari pokok-
pokok ajaran suatu agama seba-
gaimana dimuat dalam Pasal 1,
2ydan 3 UU a quo dinyatakan
bertentangan dengan UUD
1945, jika dimaknai untuk me-
niadakan hak untuk menganut
aliran agama. Ketidakpastian
hukum yang dialami para pemo-

hon diakibatkan oleh pember-.

lakuan norma dalam UU 1/-
PNPS/1965 melalui Surat Ke-
putusan Bersama (SKB) Ahma-
diyah, peraturan kepala daerah,
dan keputusan-keputusan pe-
merintah daerah provinsi dan
kabupaten/kota, yang dijadikan
dasar untuk melakukan penye-
gelan bahkan perusakan terha-
dap masjid tempat para pemo-
hon biasa beribadah.

"Mahkamah berpendapat
bahwa para pemohon pada da-
sarnya telah mencampuraduk-
kan persoalan konstitusionalitas
norma dalam UU 1/PNPS/1965
dengan tindak lanjut pelaksa-
naan ketentuan undang-undang
a quo melalui SKB maupun per-
aturan dan keputusan kepala
daerah,"” kata hakim Konstitusi
I Dewa Gede Palguna.

Mahkamah berpendapat de-
ngan norma UU dimaksud, se-
tiap umat beragama tetap dija-
min hak dan kebebasannya un-
tuk beragama dan beribadah
menurut keyakinannya masing-
masing. "Hanya saja, -ketika
hendak menafsirkan ajaran aga-
ma, seseorang terikat dengan
rujukan pokok agama itu, di
antaranya berupa kitab suci,"”
kata Palguna.

Penafsiran dinilai MK tidak
dapat dilakukan sebebas-bebas-
nya atas dasar hak dan kebebas-
an individu untuk menjalankan
agama dan keyakinan. "Sebab,
pada saat kebebasan menafsir-
kan agama dilakukan atau dise-
rahkan secara bebas kepada ma-
sing-masing individu maka ke-
kacauan dalam menjalankan

T agama akan terjadi,” kata Pal-

guna membacakan pertimbang-
an MK.

MK juga menegaskan bahwa
substansi permohonan a quo
bukanlah persoatan Ahmadivah,
melainkan pengujiun konstitu-
sionalitas undang-undang, "Hal

gatan Ahmadiyah

ini penting ditegaskan karena
permohonan a quo diajukan
oleh para pemohon penganut
Ahmadiyah," ujarnya.

Sebelumnya, SKB soal Ah-
madiyah dikeluarkan Menteri
Agama, Menteri Dalam Negeri,
dan Jaksa Agung pada 9 Juni
2008 lalu. Menteri Agama Luk-
man Hakim Saifuddin meminta
semua pihak, baik pemerintah
daerah, jemaat Ahmadiyah,
maupun masyarakat amum un-
tuk berpedoman pada SKB
Tahun 2008 dalam menyikapi
persoalan Ahmadiyah.

Menag meminta, semua pi-
hak untuk memahami kembali
dan mengamalkan amanat SKB.
Sebab, SKB pada hakikatnya ada-
lah amanah dari UU Nomor
1/PNPS Tahun 1965 tentang Pen-
cegahan Penyalahgunaan dan/-
atau Penodaan Agama yang me-
ngikat semua warga bangsa. Me-
nurut Menag, pasal 1 UU PNPS
jelas mengatur bahwa setiap
orang dilarang dengan sengaja di
muka umum menceritakan,
menganjurkan, atau mengusaha-
kan dukungan umum, untuk me-
lakukan penafsiran tentang se-
suatu agama yang dianut di In-
donesia atau melakukan kegiat-
an-kegiatan keagamaan yang me-
nyerupai kegiatan-kegiatan ke-
agamaan dari agama itu, penaf-
siran dan kegiatan mana me-
nvimpang dari pokok-pokok
ajaran agama itu.
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